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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan alat bantu program SPSS 

16.0 diperoleh hasil sebagai berikut :  

1. Hasil pengujian hipotesis pertama  menunjukkan bahwa penyajian 

laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan keputusan sosial politik dan ekonomi dengan tingkat 

koefisien sebesar 47,8%. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua  menunjukkan bahwa aksesibilitas 

laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan keputusan sosial politik dan ekonomi dengan tingkat 

koefisien sebesar 28,4%.  

6.2 Saran 

Laporan   keuangan   merupakan   salah   satu   media   penyampaian 

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian 

bisa diketahui bahwa laporan keuangan memberi kontribusi terhadap 

pengambilan keputusan sosial politik dan ekonomi. Mengingat pentingnya 

informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan maka pemerintah 

daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur harus mampu 

menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses yang mudah bagi 
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para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya, 

terutama bagi para pengguna internal. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah 

khususnya permerintah provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan untuk 

memperhatikan beberapa hal berikut : 

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hendaknya berpedoman 

sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, agar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah yang efektif dapat terwujud sehingga dapat 

mengatasi masalah dalam pengambilan keputusan sosial politik dan 

ekonomi.  

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hendaknya mampu untuk 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dengan cara menempatkan sumber daya 

manusia atau pegawai yang memiliki kompetensi dan latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan bidang yang memiliki wewenang dan 

terlibat langsung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 
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